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pemerintah, desa dapat menginisiasi program ekonomi kreatif, meningkatkan 

retribusi desa secara adil dan transparan, serta menarik investasi dari sektor swasta 

untuk membangun usaha berbasis potensi lokal. Pemerintah desa perlu 

meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan 

keuangan desa secara lebih strategis. Pelatihan dan pendampingan dalam 

mengelola keuangan desa serta program edukasi bagi masyarakat tentang 

pentingnya partisipasi dalam pembangunan ekonomi desa sangat diperlukan. 

Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi desa, baik 

dalam bentuk usaha mandiri, koperasi desa, maupun pengelolaan program 

ekonomi yang didukung oleh pemerintah desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: 

Penerbit Graha Ilmu  

Arief Sugiono, (2009). Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan. PT. 

Grasindo : Jakarta.  

Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun Anggaran 2016–2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. 

Lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI), 4(2), 

1113-1132.  

Bisma, I., & Susanto, H. (2010). Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007. Ganec Swara, 

4(3), 75-86.  

Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Baik. Bandung: Fokusmedia.  

Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai 

Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten 

Magetan) 

Eva, Yayu Sri. 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa 

Jampu Kabupaten Soppeng. (Skripsi Program Studi Manajemen, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar). 

Fahmi, Irham. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Lampulo: ALFABETA  

Ghea Triane Lengkong (2023), AnaIisis kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten banggai provinsi sulawesi tengah. Kabupaten Banggai, Provinsi 

Sulawesi Tengah Program Studi Keuangan Publik, 2023 

Harahap, Sofyan Syafri. (2013). Analisa Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada  

Hamdi, M., & Ismaryati, S. (2014). Metodologi Penelitian Administrasi, Edisi 2. 

In Banten: Universitas Terbuka. 



 

 

62 

J.Moleong, Lexy.(2014). Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT Remaja 

Rosdakarya, Bandung.  

Kamayanti, A. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar 

Religiositas Keilmuan. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh. 

Moeheriono, 2014, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung 

Tahun 2016- 2020. JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi), 14(1), 

11–20. https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84 

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI 

Susanto, Hery. 2019. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram”. Jurnal Ilmu Manajemen dan 

Bisnis, Vol. 7, No.1, ISNN: 2477 – 1767. 

Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi 

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. Media Riset Akuntansi, Vol.1, (No.2) : 109-124. 

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.  

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. IKAPI. 

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


